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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perlindungan hukum privacy data nasabah terkait dengan 

kerahasiaan bank dan prinsip mengenal nasabah dalam 

penyelenggaraan internet banking merupakan dua hal yang berbeda 

dalam hal penerapannya. Penerapan prinsip mengenal nasabah bukan 

merupakan suatu tindakan yang mengesampingkan perlindungan 

atas data nasabah yang terkait dengan prinsip rahasia bank. Hal 

tersebut dikarenakan tujuan dari masing-masing prinsip tersebut 

berbeda. Kerahasiaan bank ditujukan bagi perlindungan terhadap 

keterangan mengenai nasabah/data nasabah, sedangkan prinsip 

mengenal nasabah ditujukan untuk melindungi bank dalam rangka 

melakukan hubungan dengan nasabahnya agar bank terhindar atau 

tidak disalahgunakan sebagai sarana dan tempat untuk 

menyembunyikan asal-usul uang/harta kekayaan yang diperoleh dari 

hasil tindak pidana seperti pencucian uang atau dari praktek-praktek 

kejahatan yang dilarang oleh undang-undang. Penerapan prinsip 

mengenal nasabah tidak menembus privacy data nasabah 

sebagaimana yang dilindungi oleh kerahasiaan bank, justru apabila 

suatu bank tidak melaksanakan prinsip ini pihaknya akan dijatuhi 

sanksi oleh Bank Indonesia berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 18 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan 
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Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 

Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Know Your Customer 

Principles. 

2. Bahwa dalam hubungan antara nasabah dengan pihak bank apabila 

terjadi sengketa, pihak bank wajib menyelesaikan urusan tersebut 

dengan penyelesaian pengaduan nasabah, apabila hal tersebut dirasa 

tidak memuaskan nasabah, penyelesaian sengketa tersebut dilakukan 

dengan cara mediasi. Mediasi dapat diupayakan apabila sengketa 

yang terjadi antara nasabah dengan pihak bank tidak dapat 

terselesaikan dengan cara pengaduan nasabah. Hal tersebut 

hendaknya dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara 

nasabah dengan pihak bank sehingga para pihak mendapatkan 

kesepakatan yang tepat sehingga tidak harus mengarah pada 

penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi. Nasabah dapat 

berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan dalam penyelesaian 

sengketa yang terjadi, khususnya dalam hal ini sengketa yang 

berkaitan apabila terjadi pembongkaran privacy data nasabah dalam 

penyelenggaraan internet banking. 

B. Saran 

1. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kepentingan serta hak 

masyarakat dalam hal ini nasabah, terlebih atas privacy data yang 
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mereka miliki kaitannya dalam penyelenggaraan internet banking 

yaitu dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan internet banking 

dimana didalamnya juga mengatur mengenai permasalah privacy 

data nasabah. 

2. Bank diharapkan lebih berperan aktif dalam memberikan 

perlindungan hukum atas privacy data nasabah kaitannya dalam 

internet banking dengan memberikan jaminan kepada nasabah 

bahwa data yang mereka berikan akan terjaga dan aman sehingga 

nasabah tidak mengalami kerugian. Selain itu bank diharapkan 

memiliki teknis pelaksanaan yang tepat dengan tidak hanya 

mengutamakan kepentingan pihak bank tetapi juga kepentingan 

nasabah dalam penerapan prinsip mengenal nasabah agar 

kepentingan nasabah terutama berkaitan mengenai privacy data yang 

mereka miliki tidak terabaikan bahkan disalahgunakan. 
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